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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

ABSTRAK

- Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang
menjunjung tinggi harkat dan martabat diarahkankan untuk mewujudkan taraf kehidupan
penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta
bermartabat, perlakuan diskriminatif dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas
menghambat proses pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sehingga diperlukan upaya pengurangan atas kendala, hambatan, dan permasalahan yang
berkembang dalam kehidupan penyandang disabilitas bahwa sebagai wujud pelaksanaan
kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu pengaturan mengenai Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871), Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042), Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368), Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6399), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk
Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473), Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan
Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6540), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566), Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6601).

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Tanggal 10 Juni 2025 di
Kabupaten Sumedang.



